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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan terkait evaluasi 

perlakuan akuntansi aktiva tetap dan penyajian dalam laporan keuangan pada 

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut PP 71 Tahun 2010 

diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlakuan akuntansi asset tetap pengakuan, pengukuran/penilaian, 

penilaian awal, penyusutan, penghentian atau pelepasan, pengungkapan 

serta penyajiannya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Timur pada prinsipnya sudah sesuai PP No. 71 Tahun 2010.   

2. Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pengukuran aset 

tetapnya diperoleh melalui pembelian dan aset tetapnya dinilai 

berdasarkan nilai perolehannya. Hal itu sudah sesuai dengan PP No.71 

Tahun 2010. 

3. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menerapkan 

penyusutan asetnya dimana perhitungan penyusutan asetnya 

menggunakan  metode garis lurus. Jadi kebijakan penyusutan aset tetap 

yang sudah diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara 

Timur sudah sesui dengan PP No 71 Tahun 2010. 

4. Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur belum melakukan 

pengahapusan atau pelepasan terhadap aktiva tetap yang masa 

manfaatnya sudah habis dan kondisinya sudah rusak. 
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5. Dalam menyajikan komponen aset tetapnya Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Timur sudah menyajikan laporan posisi keuangannya dengan 

baik dan benar, dimana dalam menghitung jumlah asset tetap yang 

disajikan didalam neraca sudah sama dengan jumlah harga perolehan 

yang terdapat dalam data inventaris barang. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan hal-hal 

berikut agar perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Timur menjadi lebih baik berdasarkan PP 71 Tahun 2010 sebgai 

berikut: 

1. Sebaiknya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan 

penghapusan bagi Aset Tetap yang tidak memberikan manfaat lagi bagi 

instansi dan yang masa manfaatnya telah melampaui batas. 

2. Pemerintah wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangan daerah dapat 

dipertanggungjawabkan secara benar dan akurat. 
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